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ABSTRAK 

(A) Nama : RICIE  NIM: 207192003 

(B) Judul  :PENEGKAN HUKUM WANPRESTASI TERHADAP JAMINAN 

FIDUSIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

NOMOR 2/PUU-XIX/2021  

(C) Halaman     : VII + 197 halaman (2022) 

(D) Kata kunci  : Konsep Wanprestasi, Jaminan kebendaan Fidusia, Kesepakatan. 

(E) Isi Abstrak : 

Tesis ini berjudul PENEGAKAN WANPRESTASI TERHADAP JAMINAN FIDUSIA 

SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021 

Dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu: (1) Bagaimana  alasan putusan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021  ?; dan (2) Bagaimana Konsep 

wanprestasi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-

XIX/2021?. Metode Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, dengan 

menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute approach), Pendekatan 

Konseptual (Conceptual approach), Pendekatan Kasus (Case approach) dan Pendekatan 

Perbandingan (Comparative approach) yang menggunakan bahan hukum primer dan 

sekunder.Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021 mengakibatkan perubahan pada Pasal 15 

ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

yaitu kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia memerlukan syarat adanya kesepakatan 

tentang wanprestasi dan debitor secara sukarela menyerahkan objek jaminan, serta ada 

tidaknya wanprestasi ditentukan atas dasar kesepakatan antara kreditor dan debitor atau 

atas dasar upaya hukum yang menyatakan adanya wanprestasi.Kemudian konsep 

wanprestasi ketika menggunakan perbandingan dengan sistem civil law dan common law 

mempunyai persamaan maupun perbedaan. Masing-masing menerapkan konsep 

wanprestasi sesuai karakteristik masing- masing, perbedaan yang utama adalah bahwa 

wanprestasi atau breach of contract merupakan perbuatan pelanggaran terhadap kontrak, 

yang umumnya ditentukan melalui pernyataan lalai berupa somasi atau lewatnya waktu 

yang ditentukan, tetapi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Nomor 2/PUU-XIX/2021 maka konsep wanprestasi ditentukan atas dasar kedua belah 

pihak merupakan sebuah konsep baru yang berbeda.” 

(F) Daftar Acuan    : 35 Buku, 127 Jurnal, 5 Peraturan Perundang undangan, 10    

        Artikel Internet, 2 Wawancara  

(G) Pembimbing             : Dr. Firman Wijaya, S.H, M.H 

(H)    Penulis           :  RICIE 

 


